WALI KOTA JAMBI
PROVINSI JAMBI

PERATURAN WALIKOTA JAMBI
NOMOR Z( TAHUN 2023

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNG JAWABAN PELAKSANAAN

Menimbang

Mengingat

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

WALIKOTA JAMBI,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah Nomor 03
Tahun 2023 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 perlu ditetapkan Peraturan Walikota
Jambi tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022,

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah
Otonom Kota Besar dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyeclenggaraan Negara
yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang  Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);

7.  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
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sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (ILembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hak Keuangan
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (I.embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan
Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4090),

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 23 Tahun 2005 tentang Penyediaan Keuangan Badan Layanan
Umum ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575),

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4576),

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan pencrapan Standar Pelayanan Minimal (L.embaran
Negara Republik Indoncsia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan
dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4614),

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272),
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Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Ilak Keuangan dan
Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5272y,

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republlik Indonesia Tahun 2013
Nomor 1245);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Pedoman  Evaluasi  Rancangan  Peraturan  Dacrah  tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (Berita Negara Republlik Indonesia Tahun 2017 Nomor 540);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Dacrah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota
Jambi Tahun 2016 Nomor 14),

Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 06 Tahun 2021 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Jambi Tahun Anggaran 2022
(Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2022 Nomor 6) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 06 Tahun 2022
tentang Perubahan Atas Peraturan Dacrah Nomor 06 Tahun 2021 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah Kota Jambi Tahun Anggaran
2022 (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2022 Nomor 06).

Peraturan Walikota Jambi Nomor 38 Tahun 2021 tentang Penjabaran
Angparan Pendapatan dan Belanja Dacrah Kota Jambi Tahun Anggaran
2022 (Berita Daerah Kota Jambi Tahun 2021 Nomor 38) sebagaimana
telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Walikota Jambi Nomor 23
Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Jambi Nomor
38 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Dacrah Kota Jambi Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Jambi
Tahun 2022 Nomor 23)
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MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA JAMBI TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNG  JAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Laporan realisasi anggaran tahun anggaran 2022
terdiri atas :

1. Pendapatan :

a) Pendapatan Asli Daerah Rp. 437.025.956.388,00

b) Pendapatan Transfer Rp. 1.230.873.892.188,00

¢) Lain-lain Pendapatan yang Sah Rp. 897.906.542 .80

Jumlah Pendapatan Rp. 1.668.797.755.118,80
2. Belanja:

a) Belanja Operasi Rp. 1.250.909.815.843,08
1) Belanja Pegawai Rp. 657.648319.579,50
2) Belanja Barang Jasa Rp. 535.487.916.812,58
3) Belanja Bunga Rp. 5.866.774.340,00
4) Belanja Subsidi Rp. 614.964.000,00
5) Belanja Hibah Rp. 47.357.346.311,00
6) Belanja Bantuan Sosial Rp. 3.934.494.800,00

b) Belanja Modal Rp. 368.629.083.248,49
1) Belanja Tanah Rp. 7.565.000.000,00
2) Belanja Peralatan dan Mesin Rp. 64.474.137.348.49

3) Belanja Gedung dan Bangunan Rp.  143.907.007.228,00
4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp.  140.522.841.590,00

5) Belanja Aset Tetap Lainnya Rp. 12.160.097.082,00

¢) 1) Belanja Tidak Terduga Rp. 3.208.533.087,00

d) 1) Bantuan Keuangan Lainnya Rp. 100.000.000,00
Jumlah Belanja Rp. 1.622.847.432.178,57
Surplus (Defisit) Rp. 45.950.322.940,23

3. Pembiayaan :

a) Penerimaan Rp. 215.092.419.627 49

b) Pengeluaran Rp.  73.000.000.000,00
Jumlah Pembiayaan Neto Rp. 142.092.419.627,49
Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun Rp. 188.042.742.567,72

berkenaan
Pasal 2

Ringkasan laporan realisasi anggaran scbagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam
Lampiran I Peraturan Walikota Jambi ini.

Pasal 3

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke
dalam penjabaran laporan realisasi anggaran.
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Pasal 4
Penjabaran laporan realisasi anggaran scbagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam
Lampiran Il Peraturan Walikota Jambi ini.
Pasal 5

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari Peraturan Walikota Jambi ini.

Pasal 6

Peraturan Walikota Jambi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota Jambi ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kota Jambi.

Ditetapkan di Jambi
Pada Tanggal Og Juli 2023

|PIt. WALI KOTA JAMBI,

MAULANA
Diundangkan di Jambi
Pada Tanggal o< Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA JAMBI,

A. RIDWAN

BERITA DAERAH KOTA JAMBI TAHUN 2023 NOMOR 2 |

Copyright : https://jdih.jambikota.go.id




